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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 6 huruf m UU No. 7 Tahun 1992 hanya menyebutkan bahwa Bank 

Umum dapat (m). menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip 

bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah. Dengan begitu, ketentuan di atas hanya memberikan kewenangan 

kepada Bank Umum untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan bagi hasil, 

serta belum mendorong agar Bank Umum menjadi Bank Syariah.1 Dalam UU 

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan tentang Perbankan Syariah 

dinyatakan lebih tegas lagi, seperti terlihat dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 bahwa 

(3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.2 

Secara tegas Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia terdapat dua sistem (Dual 

Banking System) yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. 

Maksud dual banking system, bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, 

yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang 

berbasis syariah. Pada bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan 

bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan prosentase 

                                                             
1  Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan 

Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.18 
2 Ibid. 
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tertentu dari pinjaman yang diberikan oleh bank. Sementara bank yang 

beroperasi secara prinsip syariah, memperoleh pendapatannya dengan adanya 

pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit 

yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang dipunyai perusahaan 

dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan/kredit. Hasil usaha tersebut dibagi 

dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang sudah disetujui 

keduanya dan dituliskan dalam bentuk nisbah.3 

Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat di pahami bahwa lembaga keuangan 

bank telah hadir di Indonesia sejak zaman dahulu. Lembaga keuangaan yang 

telah lebih dahulu hadir ditengah masyarakat adalah lembaga keuangaan 

konvensional, dimana lembaga keuangan ini tidak mengadopsi prinsip-prinsip 

syar’i. Bisnis yang bergerak di bidang jasa ini telah berhasil mendapatkan 

kepercayaan yaang besar dari masyarakat.  

Di Indonesia, ada lembaga keuangan yang bergerak menggunakan prinsip 

syariah, yakni bank Muamalat, dan lembaga keuangan ini berhasil bertahan 

menghadapi krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia puluhan tahun 

silam. Lembaga keuangan ini mampu bertahan ditengah melemahnya 

perekonomiaan negara saat itu karena lembaga keuangan ini tidak 

menggunakan sistem bunga seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan 

konvensional. 

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

bab 1, ketentuan umum pasal 1 ayat 1 “perbankan syariah adalah segala 

                                                             
3 https://media.neliti.com/media/publication/87489-ID-optimalisasi-peran-dual-banking-

system-m.pdf  diunduh pada 18 Maret 2019 

https://media.neliti.com/media/publication/87489-ID-optimalisasi-peran-dual-banking-system-m.pdf
https://media.neliti.com/media/publication/87489-ID-optimalisasi-peran-dual-banking-system-m.pdf
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sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam kegiatan 

usahanya”.4  Selanjutnya, ayat 7 berbunyi “bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah”.5 

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga  perbankan 

syariah dalam aplikasinya menerapkan sistem bagi hasil, inilah yang menjadi 

pembeda antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan 

syariah. Perkembangan yang saat ini terjadi di dunia perbankan syariah 

merupakan salah satu bagian dari adanya kontribusi perbankan syariah 

terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti kredit (pada lembaga 

keuangan konvensional) maupun pembiayaan (pada lembaga keuangan 

syari’ah). Bagi hasil merupakan perjanjian kesepakatan kerjasama antara 

seseorang yang memiliki modal dengan orang yang nantinya akan mengelola 

modal tersebut, pihak yang melaksanaan akad dengan prinsip bagi hasil maka 

keduanya akan terikat kontrak yang nantinya ketika mendapatkan keuntungan 

maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu mudharabah dan musyarakah, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat 

jenis muzaraah dan musaqah walaupun jarang digunakan oleh bank syariah, 

                                                             
4 Zubairi Hasan, Undang-undang., h. 259-260 
5Ibid. 
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khususnya di Indonesia.6 Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, dalam bab IV pasal 19 ayat 1 poin c menyebutkan 

“menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad 

musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

yang dimaksud dengan “akad mudharabah” dalam pembiayaan adalah akad 

kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal atau bank 

syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, 

atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi 

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, 

sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika 

pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi 

perjanjian.7 

Akad musyarakahadalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana 

dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, 

sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing)”.8 

Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa presentase tertentu 

untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Misalnya, 

60% keuntungan untuk pihak nasabah dan 40% keuntungan untuk pihak 

bank.9 

                                                             
6 Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

UniversityPress, 2010), h. 130 
7 Zubairi Hasan, Undang-undang., h. 269 
8Ibid.  
9 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 7 
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Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad 

mudharabah adalah sebagai berikut10: 

1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil 

antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam 

mudarabah yang menjadi ma’qud alaih atau objek akad adalah laba atau 

keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad 

dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 

dan seterusnya. 

2. Sebagai tambahaan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga 

bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari 

keuntungan, tidak termasuk modal. 

3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkaan persentase dari jumlah 

modal yang diberikan sahibul mal. Penghitungan bagi hasil harus 

berdasarkan keuntungan yang didapat. 

4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, 

misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena 

keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. 

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya 

pembagian jumlah keuntungan atau besaran bagi hasil yang akan diterima oleh 

pihak bank tidak dapat dipatenkan dengan nominal tertentu.Hal tersebut 

dijelaskan diatas bahwa pembagian bagi hasil akan fluktuatif karena 

                                                             
10 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 156-

157 
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tergantung pada besarkecilnya pendapatan yang akan diperoleh oleh 

mudharib.  

Namun masih ada hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa, salah satu 

praktik bagi hasil yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah dalam 

produk lending (musyarakah)belum sesuai. Yakni dengan membayar bagi 

hasil sama dengan kesepkatan awal.11 

Pernyataan tersebut berarti memberikan pemahaman bahwa pihak lembaga 

keuangan dan mitranya telah menentukan nominal tertentu diawal kesepakatan 

sehingga mereka menentukan besaran bagi hasil yang harus dibayarkan 

dengan jumlah nominal tertentu. 

Perbankan Syariah, sebagaimana diulas dalam Pasal 3 UU Perbankan 

Syariah, bertujuan “menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat...”.12 

Berdasarkan pasal diatas, salah satu tujuan perbankan syariah ialah 

menyejahterakan masyarakat, dimana kesejahteraan tersebut dapat diperoleh 

melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah seperti  

pembiayaan. Namun faktanya, masih ada pendapat yang mengungkapkan 

bahwa saat ini perbankan syariah belum mencapai tujuan tersebut. Seperti 

yang dimuat dalam sebuah artikel, "Perbankan Syariah belum memberikan 

keuntungan atau menyejahterakan nasabahnya seperti yang disyariatkan dalam 

                                                             
11  Ratna Fladira, “Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan 

Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo”, dalam 

eprints.uny.ac.id/57342/1/SKRIPSI_RATNA%20FLADIRA_14804241024.pdf. Di unduh pada 19 

Juli 2019 
12 Zubairi Hasan, Undang-undang., h. 31 
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prinsip ekonomi Islam tapi sebaliknya mengejar keuntungan sendiri bahkan 

melakukan praktik riba," kata pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara 

(USU), John Tafbu Ritonga, di Medan, Sabtu (2/2), seperti dikutip dari 

Antara. Menurut John, ia menngungapkan dalam Seminar Produk Pasar 

Keuangan Dalam Sistem Ekonomi Syariah yang digelar Fakultas Ekonomi 

USU memberikan contoh terjadinya praktik riba di perbankan syariah itu, 

yakni lebih banyaknya bagi hasil yang diperoleh bank ketimbang nasabah.13 

Pendapat diatas menyatakan bahwa, perbankan syariah belum 

memberikan peran yang besar dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia, 

Menurutnya, praktik perbankan syariah saat ini justru untuk mencari 

keuntungan, karena bagi hasil yang diterima pihak bank justru jauh lebih besar 

daripada bagi hasil yang diterima oleh pihak nasabah. Perbankan syariah 

justru dirasa mencari profit (keuntungan) sebanyak-banyaknya. Bagi hasil 

seharusnya tidak dapat ditentukan dengan besaran angka yang tetap, namun 

akan mengikuti jumlah pendapatan yang diperoleh mudharib ketika mengelola 

modal yang diberikan oleh shahibul mall. 

Namun dalam prakteknya, banyak perbankan syariah yang menetapkan 

bagi hasil adalah dengan meminta setoran yang bersifat tetap pada 

nasabahnya. “besarnya bagi hasil yang sudah ditentukan diawal dan bersifat 

tetap itu hakikatnya sama dengan sifat dari system bunga dalam perbankan 

konvensional”, ujar Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN 

                                                             
13Kompas, “Bank Syariah Belum Sepenuhnya Jalankan Prinsip Islam”, dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.p

rinsip.islam , diunduh pada 22 Februari 2019 

https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam
https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam
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Surakarta Dwi Condro Triono, Ph.D saat berbicara Prospek dan Tantangan 

Ekonomi Islam di Solo, Jawa Tengah.14 

Dalam penetapannya-pun, lembaga keuangan syariah juga tidak 

mengadakan musyawarah dengan anggota yang akan melaksanakan akad bagi 

hasil tersebut, sehingga hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan konsep 

bagi hasil.Ungkapan diatas memberikan penjelasan bahwa ternyata masih ada 

perbankan syariah yang menetapkan besaran jumlah bagi hasil tidak secara 

fluktuatif, justru pembagiannya sudah ditetapkan dengan nominal tertentu dan 

tidak dapat dirubah lagi. 

Berdasarkan beberapa uraian pernyataan diatas masih bermakna 

umum, yang men- justify atau bermakana bahwa semua perbankan syariah 

melakukan praktik yang sama, yakni belum atau masih kurang sesuai dengan 

ketentuan perbankan syariah yang sesungguhnya. Sedangkan guna mengkaji 

lebih jauh mengenai beberapa ungkapan diatas, peneliti ingin mengkaji secara 

teoritik berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang mengungkapkan 

bahwa,trend bagi hasil yang terdapat pada perbankan syariah (khususnya di 

Indonesia)  ialah menggunakan pola revenue sharing.Salah satu penelitian 

yang megungkapkan hal tersebut ialah hasil penelitian Wardiah dan 

Azharsyah Ibrahim, yang berjudul“Mekanisme Perhitungan Keuntungan Dan 

Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Terhadap Pembiayaan Mudharabah 

Pada Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh)”. 

                                                             
14  Bramantyo, “Bagi Hasil Perbankan Syariah Tak Sesuai Aturan”, dalam 

https://economy.okezone.com/read/2012/09/29/457/696822/bagi-hasil-perbankan-syariah-tak-

sesuai-aturan , diunduh pada 22 Februari 2019. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengkaji tentang analisis 

fiqih perbankan tentang penetapan bagi hasil produk lending perbankan 

syariah 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian 

pada penelitiani ini yaitu: “Bagaimana penetapan bagi hasil produk lending 

yangada pada perbankan syariah menurut analisis fiqih perbankan?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Melakukan sebuah penelitian pasti ada tujuan yang ingin 

dicapai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan bagi hasil 

produk lendingyang  ada pada perbankan syariah menurut analisis fiqih 

perbankan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai 

tambahan wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuaan bagi kalangan 

akademisi khususnya tentang penetapan bagi hasil yang terdapat pada 

lembaga perbankan syariah yang dianalisis dengan fiqih perbankan.    

b. Manfaat secara praktis 

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai ilmu 

pengetahuan tentang bagi hasil bagi praktisi, maupun masyarakat 
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sebagai nasabah atau mitra lembaga keuangan syariah yang dapat 

dipraktikkaan dalam kehidupan pada penetapan bagi hasil dalam 

kehidupan masyarakat (khususnya bagi hasil dalam pembiayaan). 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian 

empiris.Penelitian empiris adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematik 

dan merupakan proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan dengan menggunakan informasi empiris yang dikumpulkan untuk 

keperluan itu.15 

Penelitian empirisdapat dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian 

lapangan dengan peneliian kepustakaan.  

Penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan dengan istilah library research 

adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk 

menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik 

berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang 

diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi 

perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun 

suatu laporan ilmiah.16 

Peneliti akan memadukan sumber informasi yang sudah ada atau sumber 

kepustakaan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.Penelitian ini 

memfokuskan pada sumber data sekunder sebagai bahan kajiannya, namun 

                                                             
15 http://daceng3woodpress.com/2013/07/28/peneitian-empiris/, di unduh pada 18 

September 2018  
16Abdurrahmat  Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h.  95-96 

http://daceng3woodpress.com/2013/07/28/peneitian-empiris/
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peneliti juga menggunakan informasi lapangan yang nantinya akan dikaji 

lebih jauh oleh peneliti. Sumber-sumber yang dimaksud dapat diperoleh 

melalui buku, dokumen, artikel dan lain sebagainya. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah bersifat deskriptif 

kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat 

sesuatu yang berlangsung pada saat penelitan dilakukan dan memeriksa 

sebab-sebab suatu gejala tertentu”.17 Tujuan penelitian deskriptif adalah 

untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat- sifat populasi atau daerah tertentu.18 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya 

salah satu tujuan penelitian adalah memaksimalkan daya tangkap 

seseorang terhdap sesuatu yang dijadikan sebagai objek penelitiannya. 

Peneliti harus lebih selektif dan dalam mengolah dan menganalisis 

informasi-informasi yang didapatkan. Dalam hal ini, peneliti 

memfokuskan pada fakta-fakta yang didapatkan dari sumber-sumber 

informasi seperti buku-buku, dokumen, atau catatan yang pernah 

dilakukan seseorang terdahulu. 

  

                                                             
17  Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta, Raja 

Grafindo, 2009), h. 24 
18 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), h. 75 
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3. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh.19 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data 

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain).20 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

menganalisis sumber data sekunder, yakni berupa buku-buku, catatan 

orang lain, ataupun juga dokumen-dokumen. Adapun sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku Bidayatul Mujtahid (Analisis 

Fiqih Para Mujtahid) karya Ibnu Rusyd, buku Fiqih Mu’amalah 

Kontemporer karya Imam Mustofa, dan buku Fiqih Perbankan karya 

Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, serta buku Bank Islam 

(Analisis Fiqih dan Keuangan) karya Adiwarman A. Karim. 

Selain menggunakan sumber data sekunder, penelitian ini juga 

menggunakan sumber data tersier. Sumber tersier adalah suatu kumpulan 

dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber 

tersier adalah bibliografi,katalog perpustakaan, direktori dan daftar 

bacaan.21 

Dalam penelitian ini, sumber data tersier berupa jurnal, artikel dan serta 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan dalam bentuk skripsi. 

                                                             
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakartaa: Rineka 

Cipta, 2006), h. 129 
20Ibid. 
21 https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier&hl=id-

IDdiunduh pada 17 Juni 2019 

https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier&hl=id-ID
https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier&hl=id-ID
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melaksanakan penelitian perlu adanya data yang 

dikumpulkan. Mengumpulkan datapun memerlukan suatu metode yang 

tepat agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

seorang peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah dengan dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.22 

Teknik dokumentasi merupakan salah satu bidang metode yang 

dibutuhkan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan 

peneliti melalui sumber seperti buku, catatan dan lain sebagainya. Metode 

ini merupakan salah satu metode yang cukup akurat dalam memperoleh 

data yang dibutuhkan seorang peneliti. 

 Selain dokumentasi, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuisioner. Di mana tujuan pokok penyususnan kuisioner 

adalah untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian.23 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis isi atau 

yang akrab disebut dengan istilah content analysis. Neuman menyebutkan 

“content analysis is a technique for gathering and analyzing the content of 

                                                             
22Ibid., h. 274 
23 Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, ( Jakarta: LP3ES, 2012), h. 182 
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text”. Pengertian dari teks ini bukan hanya tulisan atau gambar saja, 

melainkan juga ide, tema, pesan, arti, maupun simbol-simbol yang 

terdapat dalam teks, baik dalamm bentuk tulisan (seperti buku, majalah, 

surat kabar, iklan, surat resmi, lirik lagu, puisi dan sebagainya), gambar 

(misalnya film, foto, lukisan,) atau pidato.24 Penelitian ini dilakukan bukan 

kepada orang, tetapi lebih kepada simbol, gambar, film, dan sebagainya.25 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan 

pulamenggunakan analisis interprestasi. Analisis interprestasi ialah 

melakukan analisis fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah 

dengan mengaitkan pada kajian pustaka dari beberapa penulisan sejarah 

yang telah ada sebelumnya dengan tema yang sama, maka dengan begitu 

tersusunlah sebuah serangkaian fakta-fakta yang  menyeluruh.26 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

semiotik. Salah satu bentuk dari semiotik adalah ‘analisis konten’. Analisis 

konten adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang 

replikabel dan valid dari data pada konteksnya.27 

Dalam penelitian ini, data yang dianalisis secara semiotik ialah 

data yang bersumber artikel, jurnal, dan buku.Analisis yang dilakukan 

lebih terfokus pada benda- benda mati (tidak bergerak) seperti dokumen, 

buku, data, gambar, dan lain sebagainya sehingga peneliti mampu 

                                                             
24 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, ( Jakarta: rajawali Pers, 2010), h. 

167 
25Ibid., h. 49 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., h.238 
27Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 

279   
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memberikan analisis yang tepat berdasarkan data-data yang telah 

diperoleh. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian relevan atau yang biasa disebut Prior Research merupakan 

sesuatu yang penting yang harus ada dalam sebuah penelitian. Prior Research 

sangat dibutuhkan guna memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

seseorang bukan merupakan hasil plagiasi atau meng-copy penelitian 

terdahulu. Prior Research memiliki fungsi untuk membedakan penelitian yang 

dilakukan seseorang tidak sama, atau memiliki perbedaan dengan penelitian 

yang telah ada sebelumnya.  

Peneliti menggunakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah 

yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian 

sebelumnya.1 Guna membandingkan penelitian yang dilakukan, maka perlu 

adanya penelitian relevan, seperti berikut ini, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Fadilatul Imamah dengan judul 

“Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan 

Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang 

Wringin Kabupaten Bondowoso)”. Berdasarkanpenelitian yang dilakukan 

oleh peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah 

bagihasil pada produk pembiayaan mudharabah mengunakan metode 

perhitunganpendapatan kotor rata-rata dan perlakukan akuntansi mengenai 

                                                             
1 Zuhairi, et al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39 



 

 

 

 

pengakuan,pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan 

mudharabah masihada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105.2 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suherman dengan judul “Penterapan 

Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-

Maqasidu Al-Syariah”. Penelitian ini membahas tentang bagi hasil pada 

produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertanty Contracts (NUC), 

yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik segi 

jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

yang diterapkan di perbankan syariah. Berdasarkan prinsipnya, maka bagi 

hasil adalaah keuntungan yang diperoleh oleh usaha yang dijalankaan oleh 

bank untuk dibagikan kepada seluruh pemilik modal dan pelaku usaha. 

sayangnya banyak terjadi penyimpangan dalam praktik pembagiannya. 

Hasil dari penelitian ini bahwa sistem pembagian bagi hasil di perbanan 

syariah belum sesuai dengan nilai-nilai Islam karena banyak terjadi 

monopoli penetapan nisbah oleh pihak bank.3 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Fladira dengan judul “Analisis 

Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di 

BMT Binamas Purworejo”. BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa 

Dewan Syari’ah Nasional Majelis UlamaIndonesia, Nomor: 08/DSN-

                                                             
2 Iin Fadilatul Imamah, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah 

Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten 

Bondowoso)” dalam https//ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/44298/28081/ di unduh 

pada tanggal 17 Juni 2019 

 3 Skripsi, Suherman,“Penterapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbanan Syariah Sebuah 

Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah”, 

http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/126/124. 

hlm. 295  



 

 

 

 

MUI/IV/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Akan tetapi 

dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa 

DewanSyari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-

MUI/IV/2000. Pembagiankeuntungan tidak dibagikan secara proporsional 

atas dasar seluruh keuntungan, karena adajumlah yang ditentukan di awal 

berupa proyeksi bagi hasil.4 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wardiah dan Azharsyah Ibrahim dengan 

judul “ Mekanisme Perhitungan Keuntungan Dan Pengaruhnya Terhadap 

Bagi Hasil (Studi Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah 

Banda Aceh”. Peneitian ini membahas tentang proses perhitungan 

keuntungan pembiayaan mudharabah pada BPRS Hikmah Wakilah Banda 

Aceh ditinjau menurut hukum Islam, mekanisme penyesuaian nisbah 

pembagian keuntungan, serta pengaruh perhitungan keuntungan 

pembiayaan mudharabah terhadap bagi hasil.5  Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan metode revenue sharing 

sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Distribusi 

Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.6 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Arnawi dengan judul “Konstruksi 

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi Revenue 

                                                             
4 Ratna Fladira, “Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan 

Musyarakah Di BMT Binamas 

Purworejo”http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/eonomi/article/download/10968/10506 

di unduh pada 17 Juni 2019 
5 Wardiah dan Azharsyah Ibrahim, “ Mekanisme Perhitungan Keuntungan Dan 

Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah 

Banda Aceh” dalam  https://moraref.kemenag.go.iddi unduh pada 6 Oktober 2019 
6Ibid.  

https://moraref.kemenag.go.id/


 

 

 

 

Sharing Dalam Persepektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas 

tentang peralihan mekanisme dari profit and loss sharing ke revenue 

sharing. Implementasi UU. No. 21 tahun 2008 pada perbankan syariah 

terhadap mekanisme revenue sharing diwujudkan dengan mekanisme 

perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah adalah 

revenue sharing atau bagi pendapatan.7 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Meila Suryanti dengan judul “Penerapan 

Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman 

Syariah Lampung Timur”. Penelitian ini membahas tentang sistem bagi 

hasil yang digunakan oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur 

dalam pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur 

menggunakan metode revenue sharing.8 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah 

disebutkan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Meskipun kelima penelitian di 

atas membahas tentang bagi hasil, tetapi terdapat perbedaan dengan 

penelitian ini. Dimana pada penelitian ini peneliti akan lebih fokus kepada 

analisis fiqih perbankan tentang penetapan bagi hasil produk lending 

perbankan syariah di indonesia. Hasil penelitian diatas juga memberikan 

                                                             
7Agus Arnawi, “Konstruksi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi 

Revenue Sharing Dalam Persepektif Hukum Islam”dalam  https://moraref.kemenag.go.iddi unduh 

pada 6 Oktober 2019 
8Meila Suryanti, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. 

BPRS Aman Syariah Lampung Timur”, tahun 2019, Perpustakaan IAIN Metro 

https://moraref.kemenag.go.id/


 

 

 

 

informasi bahwa perbankan syariah pada umumnya menggunakan sistem 

bagi hasil dengan pola revenue sharing. 

B. Bagi Hasil 

1. Pengertian Bagi Hasil 

Dalam buku perbankaan syariah belum ada yang menyebutkan 

secara langsung makna kata mudharabah dengan arti bagi hasil. Berikut 

beberapadefinisi terkait bagi hasil dalam fiqih. Menurut bahasa, 

mudharabah artinya bepergian, sedangkan arti qiradh adalah potongan, 

karena keuntungannya dipotong. Qiradh asal kata dari al-muqaradhah 

yang artinya al- musawwah sebab pemilik modal dan pengusaha 

mempunyai hak yang sama terhadap keuntungan yang dihasilkan.9Definisi 

tersebut tidak memiliki makna bagi hasil secara langsung, tetapi 

menyampaikan tentang potongan keuntungan yang didapatkan oleh 

seorang pelaku usaha.  

Sedangkan dalam kitab klasik terjemahan, bagi hasil disebut 

dengan istilah mukharabah. 10  Menurut jumhur fuqaha, mukharabah 

adalah menyewakan tanah dengan (imbalan) sebagian hasil tanah itu. 

Menurut Dawud, bagi hasil hanya untuk pohon kurma saja. Menurut 

Syafi’i untuk pohon kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut Malik, 

bagi hasil itu dibolehkan pada setiap pohon yang tetap (berumur 

                                                             
9  Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2011), h. 134 
10  Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, ( Jakarta: Pustaka 

Amami, 2007), h. 128  



 

 

 

 

panjang).11Fuqahayang membatasi bagi hasisl hanya pada pohon kurma 

beralasan, bagi hasil itu merupakan satu kemurahan (rukhshah). Oleh 

karenanya tidak bisa berlaku bagi jenis pertanian yang tidak disebutkan 

dalam as-Sunah. Sekelompok fuqaha berpendapat bahwa kemurahan dapat 

menjadi ajang pengqiyasan.12 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa sebenarnya 

dalam kitab fiqih tidak ada yang menyebutkan secara jelas kata atau 

kalimat yang memiliki arti bagi hasil. Istilah bagi hasil merupakan adopsi 

makna dari kata qiradh dan mukharabah.Jika ditinjau dari sejarahnya, 

kerjasama dengan sistem pembagian keuntungan atau yang sekarang 

dikenal dalam dunia perbankan syariah dengan istilah bagi hasil, telah ada 

dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Muhammad. Namun pada 

zaman dahulu praktik yang dilakukan biasanya hanya antara dua orang 

saja yakni, shahibul mall dan mudharib tanpa ada pihak lain atau 

perantaranya, dan yang menjadi objeknya hanya berupa tanaman seperti 

kurma dan anggur.  

Praktik kerjasama antara shahibul mall dengan mudharib secara 

langsung dan tanpa perantara ini biasa disebut sebagai mudharabah 

klasik.13 Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni 

biasanya hubungan antara shahib al-mal dengan mudharib merupakan 

hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya 

                                                             
11Ibid., h. 130  
12Ibid. 
13 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, ( Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2016), h. 210  



 

 

 

 

(amanah). Modus mudharabah seperti itu tidak efisien lagi dan kecil 

kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank. Maka ulama 

kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah, yakni 

mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini 

diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang 

mempertemukan shahib al-mal dengan mudharib.14 

Seiring berjalannya waktu, mudharabah dengan pola klasik ini 

dinilai tidak memungkinkan jika dilakukan oleh masyarakat, kalaupun ada 

kemungkinan terbesar adalah dilakukan oleh seseorang yang sudah 

mengenal baik dan dekat seperti keluarga terdekat saja. Sedangkan di era 

modern seperti sekarang ini, masyarakat yang membutuhkan pembiayaan 

cukup tinggi. Oleh sebab itu, para fuqaha dan ulama kontemporer 

mengadopsi makna mudharabah klasik ini ke dalam lembaga keuangan 

syariah sehingga melalui prosedur aturan bank syariah masyarakat dapat 

melakukan pembiayaan. 

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah profit sharing. Menurut 

kamus ekonomi profit sharing berarti pembagian laba. Namun secara 

istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para 

pegawai dari suatu perusahaan.15  Bagi hasil juga dapat diartikan suatu 

                                                             
14  Ibid. 
15  Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta:UII 

Press, 2004), h, 114 



 

 

 

 

sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil 

usaha antara pemilik modal (shahibul mall) dan pengelola (mudhorib).16 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi 

hasil (Profit sharing)merupakan salah satu sistem yang terdapat dalam 

lembaga keuangan syari’ah. Sistem ini merupakan salah satu bentuk 

kerjasama antara nasabah lembaga keuangan syari’ah dengan pihak 

lembaga keuangan tersebut guna memaksimalkan kegunaan dana untuk 

dapat diolah dengan baik dan semaksimal mungkin untuk kemudian 

mendapatkan hasil yang nantinya akan dibagi antara kedua pihak tersebut. 

Bagi hasil merupakan salah satu sistem pembagian keuntungan yang 

terdapat dalam lembaga keuangan syari’ah. Sitem bagi hasil yang terdapat 

dalam lembaga keuangan syari’ah berbeda dengan sistim bunga (riba) 

yang terdapat dalam lembaga keuangan konvensional. 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan 

oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan 

pihak bank syariah.17Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil 

berupa presentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan 

ini disebut nisbah. Misalnya, 60% keuntungan untuk pihak nasabah dan 

40% keuntungan untuk pihak bank. Berdasarkan sistem bagi hasil 

dimaksud, nasabah dan bank tidak bisa mengetahui berapa hasil yang 

                                                             
16  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Sebagai Pengenalan Umum, (Cet. 1: 

Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 129  
17 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95 



 

 

 

 

pastinya akan mereka terima. Sebab, bagi hasil baru akan dibagikan kalau 

hasil usahanya sudah bisa ditentukan pada akhir periode.18 

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi 

hasil ini biasanya tergantung kepada nisbah yang ditentukan antara pihak 

nasabah ataupun pihak lembaga keuangan syariah. Nasabah dan pihak 

lembaga keuangan syariah akan menetukan nisbahnya sehingga tercapai 

kesepakatan diantara keduanya. Nisbah yang telah ditetapkan akan 

menjadi acuan perhitungan bagi hasil antara nasabah dan pihak perbankan 

syariah. 

2. Dasar Hukum  

Dasar Hukum Pembiayaan 

Dasar hukum pembiayaan terdapat dalam Al-Qur’an surat Al- Maidah ayat 

2, yang berbunyi sebagai berikiut: 

 
 

Artinya:...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya.19 

 

                                                             
18 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah,(Jakarta: Sinar Grafika,2010),h. 7-8 
19  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), h. 106 



 

 

 

 

Dasar hukum pembiayaan terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 

29, yang berbunyi sebagai berikiut: 

 
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa’: 29)20 

 

3. Dasar Penetapan 

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-

produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC), 

yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), 

baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti 

mudharabah dan musyarakah. 21 Nisbah keuntungan harus dinyatakan 

dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan 

dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi  nisbah keuntungan itu misalnya 

50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1.22 Penetapan nisbah bagi hasil 

pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut: 

 

                                                             
20Ibid., h. 65 
21Adiwarman A. Karim, Bank Islam., h. 298  
22Ibid., h. 206 



 

 

 

 

a. Referensi tingkat (marjin) keuntungan 

Yang dimaksud referensi tingkat (marjin) keuntungan adalah 

referensi tingkat (marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh 

rapat ALCO. 

 

b. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai 

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai 

dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut: 

1). perkiraan penjualan 

2). lama cash to cash cycle 

3). perkiraan biaya- biaya langsung 

4). perkiraan biaya-biaya tidak langsung 

5). delayed factor.23 

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan 

masing-masing pihak yang berontrak. Namun para ahli fiqih 

sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam 

praktiknya di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara 

pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank 

syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah 

besar. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar 

menawar tidak terjadi.24 

 

                                                             
23Ibid., h. 298-299  
24Ibid., h. 209 



 

 

 

 

4. Teknik Penetapan dan Perhitungan 

a. Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat di tentukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 

2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan 

yang diperoleh. 

3) Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi 

dengan adanya kerelaan (An-Tarodin) di masing-masing pihak 

tanpa adanya unsur paksaan. 

4) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan 

sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian 

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 

5) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan 

jumlah pendapatan. 

6) Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam 

perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: Profit Sharing 

dan Revenue Sharing.25 

b. Contoh perhitungan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut: 

                                                             

25 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan, (Yogyakarta: 

UPP STIM YKPN, 2014), h.256  



 

 

 

 

Seseorang atau lembaga keuangan memilii modal sebesar Rp. 

125.000.000. Modal tersebut akan dibiayakan kepada nasabah 

penjual kacang kedelai. Data-data yang terkait dengan jual beli 

kacang kedelai adalah sebagai berikut:26 

Harga jual kacang kedelai Rp. 2.150/kg 

harga jual kepada nasabah setara 16 % p.a 

volume penjualan kedelai / bulan  65.000 /kg 

nilai penjualan (Rp.65.000xRp. 2.150) Rp. 139.750.000 

Harga pokok pembelian Rp. 125.000.000 

Pendapatan penjualan kedelai Rp. 14.750.000 

Berapa nisbah bagi hasilnya ? 

 

  Perhitungan nisbah : 

 Volume penjualan Rp. 65.000/kg 

Profit margin(Rp. 14.750.000/Rp.139.750.000)x 

100% 10,55% 

Lama piutang(data neraca 31-08-2003) 65 hari 

Lama utang dagang(pembayaran ke 

supplier&carry) 0 

cash to cash periode= 360/(DI+DR-DP) 5,4 

Dengan demikian: 

profit margin per tahun= 5,4x10,55 57% 

                                                             
26Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 136 



 

 

 

 

  nisbah antara shahibul maal dengan mudharib 

 nisbah bank syariah: (16%)/(57%)x100% 28% 

nisbah untuk nasabah: 100%-28% 72% 

 

 

 

5. Jenis-jenis Bagi Hasil 

Dalam buku karya Slamet Wiyono disebutkan dua jenis bagi hasil 

yakni revenue sharing dan profit sharing: 

a. Revenue Sharingadalah perhitungan bagi hasil didasarkan ada total 

seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-

biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

b. Profit Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil 

dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.27 

c. Profit and Loss Sharing, berarti keuntungan dan atau kerugian yang 

mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung 

bersama-sama.28 

Jenis bagi hasil yang disebutkan di atas, merupakan sistem 

perhitungan bagi hasil yang nantinya akan disepakati oleh nasabah dan 

pihak lembaga keuangan. Sistem yang digunakan akan menetukan 

                                                             
27Slamet Wiyono, Akuntansi Perbankan Syariah,(Jakarta: PT.Grasindo,2006), h. 57 
28 Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss 

Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah”, Jurnal Dinamika Ekonomi 

Pembangunan, Volume 1, Nomor 1. Juli 2011,h. 65 



 

 

 

 

proses perhitungan yang nantinya akan menjadi pondasi dalam 

pelaksanaan transaksi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan 

syariah. Profit sharing atau Revenue sharing, keduanya sama-sama 

memiliki cara perhitungan yang jelas, namun sejatinya apapun teknik 

yang digunakan maka antara pihak nasabah dan bank seharusnya 

sama-sama membagi kerugian yang kemungkinan di alami atau (profit 

and loss sharing). Sehingga nasabah dan bank memiliki kenyamanan 

dalam menjalankan bisnis yang disepakati. 

 

C. Produk Lending Perbankan Syariah Berbasis Bagi Hasil 

1. Pengertian Pembiayaan (Lending) 

Istilah pembiayaan pada dasaarnya lahir dari pengertian I believe, I 

trust, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan 

pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 

diberikan oleh bank selaku shahibul maal.29 

Menurut Kasmir pengertian pembiayaan yaitu merupakan kegiatan 

menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini 

dikenal dengan nama lending.30 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan aktivitas 

bank dalam menyalurkan dana yang dimilikinya kepada masyarakat guna 

                                                             
29 Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking., h. 698   
30 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 32 



 

 

 

 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana, baik 

pembiayaan yang bersifat konsumtif ataupun produktif 

2. Jenis Pembiayaan 

 

Sudah menjadi salah satu tujuan dari perbakan dalam menyalurkan 

dana yang dimilikinya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Penyaluran dana atau dalam istilah perbakan disebut lending, memiliki 

jenis-jenisnya, diantaranya, jenis pembiayaan jika dilihat dari tujuannya 

terdapat dua jenis yakni: 

a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang 

atau kebutuhan- kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam 

konsumsi. 

b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima 

pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan 

tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.31 

Pada umumnya, terdapat beberapa jenis akad dalam perbankan 

syariah di Indonesia dalam melaksanakan penyaluran dana kepada nasabah 

atau biasa disebut dengan istilah lending. Pembiayaan adalah penyediaan 

dana dan/ tagihan berdasarkan akad mudharabah dan/ musyarakah dan/ 

pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan 

mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola untuk 

melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara 

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

                                                             
31 Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking., h. 715-716  



 

 

 

 

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/ 

modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha 

tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/ modal 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.32 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan terdapat dua 

jenis akad yang biasa digunakan perbankan syariah dalam penyaluran dana 

melalui pembiayaan, yakni menggunakan akad mudharabah dan 

musyarakah.  

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk 

menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai 

pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila 

terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak 

pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang 

menjalankan usaha.33 

Keduanya mempunyai pola pembagian keuntungan yang dilakukan 

dengan cara membuat kesepakatan yang ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan atau negosiasi antara nasabah yang akan melakukan 

pembiayan dengan pihak bank syariah. 

Secara garis besar tujuan pembiayaan yakni ada 2, konsumtif dan 

produktif. Pembiayaan yang bersifat konsumtif biasanya digunakan untuk 

membeli barang-barang yang diinginkan oleh nasabah pembiayaan namu 

yang bersifat konsumtif saja (tidak untuk hasil yang produktif). Misalkan 

                                                             
32 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 188  
33Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer,(Jakarta:Rajawali Pers,2016), h. 151   



 

 

 

 

untuk membeli laptop. Berbeda dengan pembiayaan yang bersifat 

konsumtif, makapembiayaan yang bersifat produktif biasanya dilakukan 

guna membuka atau mengembangkan suatu usaha sehingga dapat terus 

berproduksi dengan baik. Misalkan, pembiayaan yang dilakukan untuk 

membuka usaha warung makan atau pembiayaan pada usaha retail yang 

ingin mengembangkan usahanya. 

 

3. Jenis akad berbasis bagi hasil 

Secara umum prinsip bagi hasil dalam Islamic Banking dapat 

dilakukan dalam empat akad utama, yaitu : musyarakah, mudharabah, 

muzara’ah, musaqoh.34 

a. Musyarakah 

Adalah persekutuan atau perkongsiandua pihak atau lebih dalam 

menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa 

di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari 

sebagian mereka.35  Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat 

dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau 

sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama.36 

b. Mudharabah 

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan 

suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik 

modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila 

                                                             
34 Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, Islamic Financial Management, (Jakarta, 

Raja Grafindo : 2008),h. 120  
35Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128 
36Ibid., h. 128-129  



 

 

 

 

terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah 

pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak 

yang menjalankan usaha.37 

 

 

c. Al- Muzara’ah 

Diartikan sebagai kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik 

lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan 

pertanian kepada penggarap untuk ditanami an dipelihara dengan 

imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.38 

d. Ai- Musaqoh 

Al- musaqoh ini sebagai bentuk yang lebih sederhana dari al- 

muzara’ah di mana penggarap tanah hanya bertanggung jawab atas 

penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai kompensasi atau 

imbalannya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen.39 

Ke-empat akad diatas merupakan akad lendingberbasis bagi hasil yang 

dapat di implementasikan oleh perbankan syariah. Dengan ketentuan 

yang jelas sesuai dengan ilmu atau teori yang telah ada. 

4. Skema Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Bank Syariah 

                                                             
37Ibid., h. 151  
38Ibid., h. 47  
39Ibid., h. 48 



 

 

 

 

 

Musyarakah merupakan akad kerja sama pembiayaan antara 

islamic banking, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, 

dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing 

memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan 

kegiatan usaha dipercaya kepada nasabah. Selaku pengelola nasabah wajib 

menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha keada 

bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan 

intervensi kebijakan usaha.40 

D. Fiqih Perbankan 

  Fiqh perbankan artinya pemahaman hukum Islam tentang praktik 

perbankan, baik menetapkan kedudukan hukum praktik perbankan 

konvensional maupun perbankan syariah. Dengan demikian, dalam fiqh 

perbankan diuraikan mengenai kedudukan hukum praktik yang 

                                                             
40Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management Teori, 

Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan 

Mahasiswa,(Jakarta: Rajawali Pers,2008), h. 122 



 

 

 

 

dilaksanakan oleh perbankan, misalnya pelaksanaan akad-akad dan 

pembiayaan perbankan yang dilakukan oleh pihak bank dengan 

masyarakat pengguna jasa keuangan perbankan, sebagaimana antara 

masalah nasabah dan kreditur.41 

  Fiqih perbankan merupakan sebuah kajian atau teori yang 

membahas tentang aplikasi atau praktik dunia perbankan (khususnya bank 

syariah). Fiqih perbankan merupakan kajian terperinci mengenai teori- 

teori dalam dunia bank syariah. Fiqih perbankan mengulas ketentuan-

ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan praktik perbankan 

syariah agar sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya. Dalam praktik bank 

syariah salah satu yang menjadi kajian fiqih perbankan adalah tentang 

akad-akad yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. 

  Salah satu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil dalam perbankan 

syariah ialah mudharabah. Salah satu ketentuan mudharabah yang 

terdapat dalam buku Veitzal Rivai adalah : adanya keuntungan. Mengenai 

keuntungan, disyaratkan bahwa: 

(a) keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah 

modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah 

dipotong besarnya modal.42Dalam hal ini, perhitungan harus dilakukan 

secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan 

akan membawa kepada suatu kontrakyang tidak sah.  

                                                             
41 Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2011), h.53 
42Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial.,h. 130 



 

 

 

 

(b) Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, 

misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Jika ditentukan dengan nilai 

nominal, berarti shahibul maal telah mematok untung tertentu dari sebuah 

usaha yang belum jelas untung dan ruginya.43 

Mudharabah dalam teknis perbankan adalah sebagai berikut:44 

1. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah 

disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus 

mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. 

2. Dalam hal terjadi kerugian, akan ditanggung lembaga keuangan, 

kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah. 

  Pendapat di atas dapat dipahami bahwa, artinya sebuah kontrak 

bagi hasil baik mudharabah atau musyarakah tidak boleh menentukan 

sesuatu yang belum pasti terjadi di masa depan. Artinya, pembagian 

keuntungan memang harus sesuai dengan besaran nisbah yang disepakati, 

namum untuk jumlah nominalnya bisa berubah setiap saat tergantung  

pada besaran keuntungan yang diperoleh oleh seorang mudharib. Jadi, 

pihak perbankan tidak diperbolehkan menentukan pembagian keuntungan 

dengan jumlah nominal. 

 

 

 

                                                             
43 Ibid.  
44Ibid., h. 133 



 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Perbankan Syariah 

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama 

di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 

1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. 

Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 

1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.1 

Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan 

konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank 

konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi 

menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indoneisia.2 

Bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan 

terbatas.3Peristilahan hukum tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.4 

                                                             
1 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h.31 
2 Ibid. 
3 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), (Bandung: 

PT. Refika Aditama,2009) h. 24 
4 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN-Malang 

Press, 2009), h. 112 



 

 

 

 

Dalam peraturan yang tertuang dalam Undang-undang No.10 tahun 

1998 diatas, bank syariah bisa berdiri tanpa harus berbadan hukum 

syariah, karena bank syariah merupakan unit kerja dari bank konvensional. 

Melalui peraturan tersebut bank konvensional diperbolehkan membuka 

unit usaha berbasis syariah. Bank syariah mengoperasionalkan kegiatan 

berbasis syariah namun badan hukumnya masih berinduk pada bank 

konvensional. 

Bank syariah dan bank konvensional memiliki berbagai sisi 

perbedaan, terutama prinsip operasionalnya, sehingga dirasa perlu adanya 

perturan tersendiri yang menaungi bank syariah. Dalam hal ini bank 

syariah hendak melakukan pemisahan diri atau spin-offdari bank 

konvensional. Jika telah memisahkan diri dari bank konvensional, maka 

bank syariah akan berdiri tegak dengan peraturan sesuai prinsip syariah 

yang seharusnya sehingga tidak ada keterkaitan dengan bank 

konvensional, baik dalam hal opersional ataupun hukum yang berlaku. 

Hal ini nampak pada adanya lembaga hukum baru berupa 

pemisahan yang tertuang dalam UUPT dan juga ketentuan umum UU 

Perbankan Syariah, namun pada bagian lain dari UU Perbankan Syariah 

mengenai lembaga pemisahan tidak disebut-sebut sama sekali. Dengan 

demikian melalui penafsiran sistematis, yang intinya bahwa hukum itu 

merupakan suatu kesatuan sistem maka dalam hal bank syariah hendak 

melakukan perbuatan hukum berupa pemisahan (spin-off) maka berlakulah 



 

 

 

 

UUPT. 5  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud 

belum terbit.6 

Pada awalnya pengaturan perbankan yang berbasis syariah telah 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam perkembangannya, undang-undang 

perbankan belum mengatur secara spesifik dan kurang mengakomodasikan 

karakteristik operasional perbankan syariah. 7 Dalam peraturan tersebut 

dirasa belum memuat secara padat peraturan terkait perbankan syariah. 

Sehingga untuk menjamin terpenuhinya pinsip-prinsip syariah, 

prinsip kesehatan bank bagi bank syariah. Dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain 

yang mensyarakan pengaturan terhadap bank syariah dalam undang-

undang tersendiri. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.8 

Berdasarkan history diatas mengenai peraturan landasan hukum 

perbankan syariah dapat dipahami bahwa, pada awal berdirinya bank 

syariah belum memiliki pijakan hukum tersendiri yang mengaturtentang 

bank syariah. Bank syariah dapat berdiri tanpa harus berbadan hukum 

syariah karena bank syariah merupakan unit kerja dari bank konvensional, 

                                                             
5Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perbankan...h. 31-32 
6Ibid.  
7 Jundiani, Pengaturan Hukum...h. 33 
8Ibid. 



 

 

 

 

sehingga peraturan hukumnya masih ber-induk pada peraturan bank 

konvensional. Seiring perkembangan zaman, peraturan hukum bank 

syariah semakin diperhatikan. Sehingga selalu mengalami revisi hukum 

terkait bank syariah guna terwujudnya perbankan syariah yang benar-

benar sesuai dengan prinsip syariah seutuhnya. Mulai dari peraturan 

hukum melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang di revisi menjadi 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan terakhir berpijak pada Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Penetapan Bagi Hasil Produk Lending Pada Bank Syariah 

Menurut bahasa, mudharabah artinya bepergian, sedangkan arti 

qiradh adalah potongan, karena keuntungannya dipotong. Qiradh asal kata 

dari al-muqaradhah yang artinya al- musawwah sebab pemilik modal dan 

pengusaha mempunyai hak yang sama terhadap keuntungan yang 

dihasilkan.9 Secara umum prinsip bagi hasil dalam Islamic Banking dapat 

dilakukan dalam empat akad utama, yaitu : musyarakah, mudharabah, 

muzara’ah, musaqoh.10 

Secara umum terdapat empat jenis pembiayaan dalam bank syariah 

yang menggunakan prinsip bagi hasil. Namun yang diterapkan oleh bank 

syariah umumnya hanya dua prinsip yakni mudharabah dan 

musyarakah.11 

Berdasarkan ke-empat jenis pembiayaan berprinsip bagi hasil diatas, 

menurut peneliti permasalahan yang kompleks dan dapat mewakili ke-

empat prinsip pembiayaan tersebut adalah pembiayaan mudharabah yang 

dalam praktiknya masih terdapat beberapa hal yang dinilai menyimpang 

dari konsep yang seharusnya. Seperti yang telah di uraikan dalam latar 

belakang masalah dalam skripsi ini. 

Mudharabah merupakan salah satu akad berbasis bagi hasil, 

dengan beberapa ketentuan. Salah satu ketentuan mudharabah yang 

                                                             
9  Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2011), h. 134 
10 Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, Islamic Financial Management, (Jakarta, 

Raja Grafindo : 2008),h. 120  
11 Data kuisioner 15 September 2019  



 

 

 

 

terdapat dalam buku fiqih muamalah karya Imam Mustofa dan Veithzal 

Rivai adalah : 

1. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, 

misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena 

keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui 

jumlahnya.12 

2. Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah 

nominal, misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Jika 

ditentukan dengan nilai nominal, berarti shahibul maal telah 

mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas 

untung dan ruginya.13 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diuraikan, bahwa 

dalam bisnis atau pembiayaan dengan menggunakan pola bagi 

hasil antarashaahibul mall dan mudharib harus melakukan 

negosiasi kesepakatan nisbah tetapi tidak boleh menentukan 

jumlah nominal tertentu untuk dibagi-hasilkan. Sebab dalam setiap 

usaha tidak ada yang menjamin jumlah keuntungan yang akan 

diperoleh mudharib. 

Dalam hal ini jelas tersirat makna sistem keadilan dalam 

Islam yang terdapat dalam sistem bagi hasil bank syariah. Sebab 

dalam bagi hasil jumlah keuntugan yang akan dibagi antara 

                                                             
12 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 156-

157  
13Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management Teori, 

Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan 

Mahasiswa,(Jakarta: Rajawali Pers,2008), h.130 



 

 

 

 

shahibulmall dan mudharib akan mengalami fluktuatif, sebab 

dalam menjalankaan usaha tidak ada yang menjamin besaran 

keuntungan yang akan diperoleh setiap harinya.Oleh sebab itu 

tidak boleh menentukan nominal tertentu dalam akad bagi hasil. 

Bertolak dengan teori diatas, ada hasilpenelitian yang menyebutkan 

bahwa salah satu lembaga keuangan syariah melakukan praktik 

yang kurang sesuai dengan ketentuan seharusnya. Yakni dengan 

membayar bagi hasil sama dengan kesepkatan awal.14 Ungkapan 

tersebut seperti memberikan makna bahwa sudah ada nominal 

tertentu yang disepakati diawal kontrak bagi hasil. 

Contoh perhitungan bagi hasil menurut buku Veithzal Rivai, 

menyebutkan bahwa prosentase nisbah antara bank dan nasabah 

adalah lebih besar nasabah. 

nisbah bank syariah: (16%)/(57%)x100% 28% 

nisbah untuk nasabah: 100%-28% 72%.15 

 

Menurut John Tafbu Ritongga (pengamat ekonomi Universitas Sumatera 

Utara), praktik perbankan syariah saat ini justru untuk mencari keuntungan, 

                                                             
14  Ratna Fladira, “Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan 

Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo”, dalam 

eprints.uny.ac.id/57342/1/SKRIPSI_RATNA%20FLADIRA_14804241024.pdf. Di unduh pada 19 

Juli 2019 
15Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 136 



 

 

 

 

karena bagi hasil yang diterima pihak bank justru jauh lebih besar daripada bagi 

hasil yang diterima oleh pihk nasabah.16 

Data hasil lapangan yang peneliti dapatkan sesuai dengan 

ungkapan diatas, bahwasannya terdapat salah satu lembaga keuangan 

syariah dengan jumlah prosentae nisbah sebesar 60:40.17 

Terdapat beberapa mekanisme perhitungan bagi hasil, yakni revenue 

sharing dan profit sharing.18 Namun ada satu metode lagi yang dinilai 

lebih sesuai untuk di terapkan oleh perbankan syariah yaitu metode profit 

and loss sharing.19Dalam konsep bagi hasil antara bank dan nasabah tidak 

hanya sekedar membagi-hasilkan pendapatan, baik melalui metode 

revenue sharing atau profit sharing. Tetapi bank dan nasabah harus sama-

sama menanggung apabila suatu hari dalam menjalakaan usaha terdapat 

kerugian. Sehingga antara bank syariah dan nasabah akan benar-benar 

menjadi mitra yang baik, tidak hanya sekedar membagi keuntungan aatau 

endpatan saja namun lebih dari itu bank syariah akan ikut menanggung 

risiko yang meungkin terjadi dalam perjalanan bisnisnya bersama nasabah. 

Berdasarkan 6 hasil kajian penelitian terdahulu, 4 diantaranya 

menyimpulkan bahwa praktik perbankan syariah dengan pola bagi hasil 

yakni menggunakan mekanisne revenue sharing. Yakni penelitian Iin 

                                                             
16  Kompas, “Bank Syariah Belum Sepenuhnya Jalankan Prinsip Islam”, dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.p

rinsip.islam , diunduh pada 22 Februari 2019. 

17Data kuisioner  22 September 2019 
18Slamet Wiyono, Akuntansi Perbankan Syariah,(Jakarta: PT.Grasindo,2006), h. 57 
19Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss 

Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah”, Jurnal Dinamika Ekonomi 

Pembangunan, Volume 1, Nomor 1. Juli 2011,h. 65 

https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam
https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam


 

 

 

 

Fadilatul Imamah, Wardiah dan Azharsyah, Agus Arnawi, dan penelitian 

yang dilakukan oleh Meila Rusyanti. Namun berdasarkan hasil 

kuisionernya dilapangan, terdapat bank syariah yang menjalankan pola 

profit and loss sharing. Yakni BRI Syariah KCP. Metro dan BPRS Metro 

Madani Metro.20 Metode revenue sharing merupakan pembagian bagi hasil 

yang didasarkan padda pendapatan kotor. Artinya nasabah harus 

menghitung besaran bagi hasil yang akan diberikan kepada bank sebelum 

dikurangi dengan biaya-biaya lain selama menjalankan usaha dalam satu 

periode tertentu. 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan 

oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan 

pihak bank syariah. 21  Hasil penelitian melalui kuisioner menyebutkan 

bahwa bank syariah yang menjadi objek kuisioner mengadakan negosiasi 

terlebih dahulu dengan nasabah yang akan menjadi mitra dalam akad bagi 

hasil.22 Dalam hal pembiayaan negosiasi sangat penting dilakukan antaara 

pihak bank dan nasabah yang akan menjadi mitra pembiayaan guna 

mencapai kesepakatan kontrak bagi hasil. Dengan negosiasi bank dapat 

bersikap lebih transparan terhadap nasabah sehingga nasabah akan yakin 

dalam mengambil keputusan untuk bermitra dengan bank syariah. 

Negosiasi dapat menjadi pembeda antara bank syariah dan bank 

konvensional yang dalam hal penyaluran dana sudah memiliki ketetapan 

tersendiri mengikuti ketentuan BI rate pemerintah. 

                                                             
20 Data kuisioner 15 September 2019 
21 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95 
22 Data kuisioner 22 September 2019 



 

 

 

 

C. Pembahasan 

Hasil penelitian dan kajian melalui jurnal, artikel, maupun skripsi, 

serta dipadukan dengan data hasil lapangan yang didapatkan peneliti 

melalui kuisioner yang di sebarkan ke beberapa lembaga keuangan syariah 

yang terdapat di kota Metro khususnya. Bagi hasil yang di terapkan oleh 

lembaga keuangan syariah dapat dianalisis. Bahwasannya terdapat 

beberapa praktik lembaga keuangan syariah yang dinilai belum sesuai 

dengan tujuan berdirinya lembaga keuagan syariah, khususnya bank 

syariah, namun sebaliknya justru mencari keuntungan atau profit oriented. 

Seperti beberapa hasil kajian diatas, bahwasannya besaran nisbah yang 

disepakati antara nasabah dan bank syariah justru menunjukkan prosentase 

yang diterima bank syariah lebih besar daripada prosentase yang diterima 

nasabah. 

Berdasarkan 6 temuan penelitian 4 diantaaranya menunjukkan 

bahwa pada umumnya konsep bagi hasil yang digunakan dalam praktik 

perbankan syariah adalah menggunakan metode revenue sharing, yakni 

bagi hasil antara bank dan nasabah yang dihitung berdasarkan pendapatan 

kotor atau pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya lain-lain. Jika 

jumlah penelitian yang disajikan dalam skripsi ini diubah dalam bentuk 

proentase maka empat dari enam penelitian tersebut sudah lebih dari 50% 

yang menyatakan bahwa dalam praktiknya pembiayaan bagi hasil 

menggunakan meode revenue sharing.Artinya hal tersebut menunjukkan 

bahwa memang pada umumnya metode bagi hasil yang diterapkan oleh 



 

 

 

 

bank syariah adalah revenue sharing. Sedangkan hasil kuisioner yang 

didapatkan peneliti dari 2 sampel bank syariah yang ada di kota Metro, 

keduanya menggunakan konsep profit and loss sharing.  

Hasil kuisioner tersebut dirasa menjadi suatu kejanggalan bagi 

peneliti sebab, dalam konsep memang disebutkan terdapat tiga jenis 

metode bagi hasil yang dapat digunakan yakni revenue sharing, profit 

sharing dan profit and loss sharing. Namun bila disandingkan dengan 

temuan penelitian terdahulu tentang bagi hasil, pada umumnya yang 

digunakan oleh bank syariah adalah metode revenue sharingbukan profit 

and loss sharing. Menurut peneliti hal ini dinilai salah satu bentuk “kurang 

transparannya” bank syariah kepada masyarakat luas. Padahal seagai 

lembaga keuangan yang menggunakan konsep syar’i seharusnya 

transparansi sangat penting guna menciptakan kepercayaan dan keyakinan 

masyarakat luas terhadaap bank syariah itu sendiri. Jika bank syariah 

justru dinilai kurang transparan terhadap masyarakat maka akan 

menimbulkan dampak kurang baik bagi masyarakat. Sehingga, untuk 

memasuki masyarakat muslim itu sendiri “sebagai pemilik konsep 

syariah” justru akan sulit. Hal ini akan menimbulkan impact yang cukup 

kompleks diantaranya, masyarakat akan semakin sulit percaya terhadap 

bank syariah sehingga akan sulit mengembangkan bahkan memajukan 

bank syariah “dirumah sendiri”. Dengan jumlah umat muslim yang cukup 

besar di dunia seharusnya bank syariah mampu menjadi ikon bagi negara 

lain dalam hal ekonomi syariahnya.  



 

 

 

 

  Dalam fiqh perbankan diuraikan mengenai kedudukan hukum 

praktik yang dilaksanakan oleh perbankan, misalnya pelaksanaan akad-

akad dan pembiayaan perbankan yang dilakukan oleh pihak bank dengan 

masyarakat pengguna jasa keuangan perbankan, sebagaimana antara 

masalah nasabah dan kreditur.23 

Jika ditinjau dari kacamata fiqih perbankan, beberapa hasil kajian 

penelitian dan data kuisioner yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa poin praktik perbankan syariah yang sudah sesuai 

dengan ketentuan operasional bank syariah, dan ada pula yang dirasa 

masih belum sesuai dengan teori atau aturan perbankan syariah yang 

seharusnya.Beberapa hal yang kurang sesuai diantaranya, ialah: 

Pertama, penentuan jumlah nominal tertentu yang telah ditetapkan 

pada awal kesepakatan dalam akad pembiayaan mudharabah, seperti yang 

dijelaskan dalam penelitian Ratna Fladira. Menurut peneliti bank tidak 

diperbolehkan menentukan sejumlah nominal dalam akad pembiayaan 

berbasis bagi hasil. Sebab bagi hasil merupakan akad kerjasama yang 

berkonsep bahwa untung dan rugi harus ditanggung bersama antara bank 

dan nasabah. Dalam hal keuntungan tidak ada yang menjamin bahwa 

usaha yang dijalankan akan selalu memberikan keuntungan dengan jumlah 

yang tetap. Maka seharusnya pembagian jumlah bagi hasilakan fluktuatif 

mengikuti perkembangan keuntungan yang diperoleh setiap periodenya.  

                                                             
23 Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2011), h.53 



 

 

 

 

Kedua, besaran prosentase nisbah bagi hasil antara bank syariah 

dan nasabah yang menunjukkan bahwa prosentase yang diterima bank 

jauh lebih besar. Meskipun dalam teori terdapat dua contoh yang berbeda, 

yakni ada yang membolehkan prosentase bank lebih besar dan ada yang 

membolehkan prosentase nasabah yang lebih besar. Namun jika ditinjau 

lebih jauh dan mengingat salah satu tujuan berdirinya bank syariah adalah 

untuk kesejahteraan umat, maka yang paling cocok adalah menggunakan 

pendapat bahwasannya prosentase yang seharusnya diterima nasabah lebih 

besar daripada prosentase yang diterima oleh bank syariah. Jika prosentase 

nisbah untuk bank jauh lebih besar daripada nisbah nasabah maka, tidak 

menutup kemungkinan akan memperkuat doktrin masyarakat bahwa bank 

syariah sama dengan bank konvensional. Sebab, dalam doktrin masyarakat 

adalah bank syariah lebih “murah” dibandingkan dengan bank 

konvensional. Meskipun sebenarnya label “syariah” tidak seharusnya 

dimaknai dengan kata “murah”. Besarnya bagi hasil yang harus dibagikan 

nasabah kepada bank akan memperkuat doktrin tersebut. 

Dalam buku fiqih muamalah kontemporer karya Imam Mustofa 

menyebutkan bahwa seharusnya pembagian atas bagi hasil harus dihitung 

berdasarkan keuntungan yang didapatkan. Dengan konsep tersebut maka 

sangat jelas bahwa perhitungan bagi hasil akan mengikuti jumlah 

keuntungan yang diapatkan oleh mudharib dan tidak boleh ditentukan 

dengan sejumlah nominal tertentu untuk pembagian bagi hasilnya.  



 

 

 

 

Sedangkan salah satu hal yang sudah sesuai dengan ketentuan 

syariah adalah dalam hal negosiasi antara pihak bank dan nasabah yang 

akan melaksanakan pembiayaan dengan akad bagi hasil (mudharabah). 

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan melalui kuisoner, menunjukkan 

bahwa bank telah menjalankan salah satu ketentuan yang ada dalam akad 

pembiayaan berbasis mudharabah, yakni melaksanakan negosiasi dengan 

nasabah mengenai besaran nisbah bagi hasil yang akan disepakati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

praktik perbankan syariah tentang penetapan bagi hasil dalam produk 

lending jika ditinjau dari fiqih perbankan terdapat beberapa hal yang 

kurang sesuai dengan ketentuan, yakni dalam hal besaran prosentase 

nisbah bagi hasil yang diterima oleh bank syariah jauh lebih besar 

daripada yang diterima nasabah. Selanjutnya berdasarkan temuan 

penelitian menyebtkan bahwa pada umumnya praktik bank syariah dalam 

pembiayaan produk lending adalah menggunakan metode bagi hasil 

revenue sharing. Namun hasil kuisioner dilapangan justru menunjukkan 

metode yang digunakan adalah profit and loss sharing. Hasil kuisioner ini 

justru dirasa kurang transparan dalam memberikan jawaban sehingga hal 

tersebut justru menimbulkan kurang percaya masyarakat terhadap bank 

syariah. 

B. Saran 

Saran yang peneliti harapkan adalah, agar lembaga keuangan 

syariah menilik kembali tujuan berdirinya bank syariah, sehingga lembaga 

keuangan syariah dapat mencapai tujuannya yakni mensejahterakan umat. 

Kemudian agar bank syariah selalu berupaya melakukan muhasabah 

praktik perbankan syariah agar semakin sesuai dengan ketentuan yang 

seharusnya. Sehingga kedepan, perbankan syariah pelan tapi pasti dapat 



 

 

 

 

semakin berkembang menuju arah berkemajuan dalam hal ekonomi islam 

khususnya dalam dunia perbankan syariah. Kedepan, agar perbankan 

syariah dapat menjadi pelopor kebangkitan ekonomi islam secara kaffah. 
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